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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 menguji
kualifikasi yang tertuang dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, banyak
menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang menjadi polemik adalah Ketua
Hakim Anwar Usman berpotensi melakukan keberpihakan dan konflik
kepentingan. Selanjutnya, siyasah qadha'iyyah relevan dengan konsep peradilan di
Indonesia.

Adapun jenis penelitian ini adalah /library research yaitu serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini
juga termasuk kedalam penelitian menggunakan yuridis-normatif, dengan
pendekatan konseptual (conceptual approach), kemudian menggunakan teori
kekuasaan kehakiman dan siyasah qadha'iyyah sebagai alat analisis guna
menjelaskan konflik kepentingan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus
perkara nomor 90/PUU-XX1/2023 perspektif siyasah qadha'iyyah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa adanya konflik
kepentingan hakim ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dinyatakan
melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Hutama, karena terdapat politik
kekerabatan antara Hakim Anwar Usman dengan permohonan pemohon seolah
membuka jalan untuk kemenakannya Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti
Pemilihan Umum Serentak 2024 sebagai Calon Wakil Presiden. Siyasah
qadhd'iyyah sangat mengutamakan rasa keadilan bagi setiap orang, sehingga
konflik kepentingan sangat bertentangan dengan konsep peradilan (gadha'iyyah)
karena melanggar prinsip independensi.

Kata Kunci: Mahkamah Kontitusi, Putusan MK No.90/PUU-XX1/2023, Siyasah
Qadha'iyyah .



ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023
examining the qualifications contained in Article 169 letter (q) of Law Number 7
Year 2017 concerning General Elections of Candidates for President and Vice
President, has raised many pros and cons. One of the polemics is that Chief Judge
Anwar Usman has the potential to take sides and conflicts of interest. Furthermore,
siyasah qadhda'iyyah is relevant to the concept of justice in Indonesia.

The type of this research is library research, which is a series of activities
related to library data collection methods. This research is also included in
Jjuridical-normative research, with a conceptual approach, then using the theory of
Jjudicial power and siyasah qadha'iyyah as an analytical tool to explain the conflict
of interest of Constitutional Court Judges in deciding case number 90/PUU-
XX1/2023 from the perspective of siyasah qadha'iyyah.

Based on the results of the study, it can be concluded that there is a conflict
of interest of the chief judge of the Constitutional Court Anwar Usman who is
declared to have violated the code of ethics of the Sapta Karsa Hutama principle,
because there is kinship politics between Judge Anwar Usman and the petitioner's
application as if paving the way for his nephew Gibran Rakabuming Raka to take
part in the 2024 Simultaneous General Election as a Vice Presidential Candidate.
Siyasah qadha'iyyah prioritizes a sense of justice for everyone, so conflict of interest
is very contrary to the concept of justice (qadhd'iyyah) because it violates the
principle of independence.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision No.90/PUU-
XX1/2023, Siyasah Qadha'iyyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
J alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
@ Ba B Be
& Ta T Te
& Tsa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha H ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 dal D De
3 dzal Z zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
%) Sod S es (dengan titik di bawah)
> dad D de (dengan titik di bawah)
L To T te (dengan titik di bawah)
L Dza V4 zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik (di atas)
¢ gain G ge dan ha
s Fa F Ef
S qaf Q Q1




& Kaf K Ka

Jd Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

3 Wawu W We

A ha H Ha

3 Hamzah : Apostrof
< ya Y Ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

J Ditulis Nazzala
08 Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbiutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

Ditulis al-Ma“idah
PRXIPA

Ditulis Islamiyyah
Gl

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h

alid T4 e

Ditulis

Mugaranah al-Mazahib




3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis atau h.

hdll 38 ) Ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal pendek

s o A
Jad fathah ditulis Faala
. o I
S Kasrah ditulis Zukira
2 - 2 - . . U
R dammah ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
Oleaaial ditulis Istihsan
Fathah + ya“ mati ditulis A
] ditulis Unsa
Kasrah + ya“‘mati ditulis 1
O s ditulis al-,, Alwani
Dammah + wawu mati ditulis U
PV ditulis ., Ulim

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya“mati ditulis Ai
agle ditulis Alaihim
Fathah + wawu mati ditulis Au
JsA ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostro
] Ditulis A antum
e Ditulis u"iddat
20K Gl Ditulis la"in syakartum

Xi




H. Kata Sandang Alif dan Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ol A Ditulis Al-Qur’an

i Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “/”

(el)nya.
Al Ditulis ar-risalah
¢ Ll Ditulis an-Nis

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

a. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

g d Ditulis Al ar-Ra"'yi

A J) Ditulis Al as-Sunnah
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi dengan kapasitasnya sebagai lembaga
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir final
konstitusi (the final interpreter of the constitution) melengkapi komposisi
lembaga kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung (MA).
Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana
termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 berpotensi
untuk diintervensi oleh kendali kekuasaan lainnya yang mengandung
konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini perubahan-perubahan yang
diperlukan membutuhkan aspek kelembagaan, proses peradilan, dan hakim
Mahkamah Konstitusi yang independen dan imparsial demi mewujudkan
keadilan substantif dan mewujudkan Mahkamah Konstitusi benar-benar
sebagai the guardian of the constitution.

Secara yuridis-normatif, Mahkamah Konstitusi bersifat independen
dan secara hierarkis, Mahkamah Konstitusi bukan sub-ordinatif dengan
lembaga negara lainnya. Jika dikaitkan dengan parameter kemandirian
lembaga, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki ketergantungan pada
cabang kekuasaan manapun. Mahkamah Konstitusi tidak bergantung pada
legislatif maupun eksekutif. Mahkamah Konstitusi memiliki alat
perlengkapan atau perangkatnya sendiri yang terlepas dari afiliasi cabang

kekuasaan manapun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (5)



UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa hakim konstitusi harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai
pejabat negara. Larangan rangkap jabatan yang dimaksud adalah menjadi
pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau
pegawai negeri. Selain itu, secara hierarkis, Mahkamah Konstitusi tidak
berada pada posisi/hubungan yang sub-ordinatif dengan lembaga lain (baik
eksekutif maupun legislatif). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
original intent dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang
menjalankan tugas bukan atas perintah dari eksekutif atau legislatif.

Di atas kertas, Mahkamah Konstitusi memang merupakan lembaga
yang independen, namun berpotensi adanya intervensi dari lembaga lain.
Komposisi 9 hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 hakim yang dipilih
oleh Mahkamah Agung, 3 hakim dipilih oleh eksekutif dan 3 hakim dipilih
oleh legislatif. Problem dalam rekrutmen hakim konstitusi yakni DPR, MA,
maupun Presiden tidak menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas,
partisipasi publik dan independensi dalam rekrutmen, sehingga
menimbulkan degradasi kepercayaan masyarakat. Parameter yang dapat
digunakan untuk mengukur transparansi dalam rekrutmen hakim konstitusi
adalah transparency should consider that (1) the creators of Al should be
open about process and reason of the use of Al and the limitations of the

systems; (2) people should be able to understand or to interpret the systems’



behaviors.! Fenomena seleksi yang tertutup dan singkat pernah terjadi pada
proses perpanjangan masa jabatan hakim Akil Mochtar yang sebatas pada
penanyakan kesediaan Akil Mochtar yang putusannya tidak dipublikasikan
ke media dan masyarakat. Bagir Manan turut mengamini bahwa prosedur
pengangkatan hakim konstitusi oleh DPR tidak terlepas dari pertimbangan
politik. Selanjutnya rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung cenderung tertutup dan dilakukan secara internal, tidak
mencerminkan prinsip partisipasi publik, transparansi, objektif, dan
akuntabel. Pengangkatan hakim konstitusi Hamdan Zoelva oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan secara tertutup dan melalui
penunjukan langsung yang notabene menjabat sebagai waketum Partai
Bulan Bintang (PBB).

Peristiwa diatas dapat dianggap sebagai adanya unsur politik pada
pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi adalah berimplikasi pada proses
peradilan Mahkamah Konstitusi. Parameter kemandirian dalam proses
peradilan adalah ada atau tidaknya intervensi dari pihak lain dan intervensi
tersebut mampu mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam
praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi, telah ada berbagai upaya
intervensi dari eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak lain. Sebagai
contoh: Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, pelanggaran Kode Etik

dan Perilaku Hakim konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi

! Rofi Aulia et al., “Constructing Responsible Artificial Intelligence Principles as Norms:
Efforts to Strengthen Democratic Norms in Indonesia and European Union,” PADJADJARAN
Journal of the Law 9, no. 2 (2022): hlm. 235.



Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam putusan
MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 amar putusan menyatakan hakim
terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku
Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip
Kepantasan dan Kesopanan. Kontroversinya putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 90/PUU/XX1/2023 yang menyoroti keikutsertaan Anwar Usman
yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo dalam keputusan tersebut.
Anwar Usman dinilai memliki konflik kepentingan karena perkara itu
menyangkut kemenakannya Gibran Rakabuming raka yang mencalonkan
sebagai cawapres pada pemilu 2024. Hal ini berimplikasi kepada proses
peradilan Mahkamah Konstitusi, dimana tidak boleh ada yang menjadi
hakim untuk perkaranya sendiri sehingga tidak menerapkan asas nemo judex
in casua sua.

Keterlibatan Anwar Usman memiliki potensi konflik kepentingan
yang sangat besar karena nama keponakan Anwar Usman disebut di dalam
permohonan. Hubungan atau keterkaitan dengan salah satu pihak yang
terlibat dalam kasus yang diputuskan dapat dianggap sebagai konflik
kepentingan. Mahkamah Konstistusi biasanya memiliki pedoman dan
prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik
kepentingan. Hakim biasanya harus memberikan pengungkapan terbuka
terkait hubungan atau keterkaitan yang dapat dianggap sebagai konflik

kepentingan. Jika ada konflik kepentingan yang signifikan, seorang hakim



mungkin diminta untuk mengundurkan diri dari memutuskan suatu kasus
atau dewan hakim mungkin mengadakan peninjauan terhadap kasus
tersebut untuk memastikan netralisasi dam integritas proses pengadilan.
Didalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas
baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai
dengan karakteristik peradilan mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah
asas Independen dan imparsial yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu
perkara harus dilakukan secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim
dan lembaga harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh
lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu
pihak yang berperkara atau imparsial. Independensi dan imparsial tersebut
memiliki tiga dimensi yaitu dimensi fungsional, struktural dan personal.
Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga
negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan
intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan
imparsialitas  dari dimensi struktual dan personal hakim. Dari sisi
struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan
imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak
dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari
sisi personal hakim memiliki kebebasan atas dasar memiliki kemampuan
yang dimiliki, pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan

pedoman perilaku.



Tidak adanya penjelasan yang memadai terkait mengapa Mahkamah
Konstitusi menerima kedudukan hukum pemohon. Setelah membahas
bahwa pemohon memiliki pandangan ideal terkait tokoh yang mengispirasi
dalam pemerintahan di-era sekarang, tokoh yang dimaksud Gibran
Rakabuming Raka dan hak konstitusional pemohon dalam rangka
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah sebagaimana
termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tidak dirugikan,
Mahkamah Konstitusi langsung menerima adanya hubungan kualitas
tersebut. Maka bertentangan dengan hukum positif, seharusnya legal
standing dari pemohon tidak dapat diterima.

Mahkamah Konstistusi yang mengabulkan sebagian permohonan
yang menguji pasal 169 huruf ¢ UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dinilai terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk
mengabulkan perubahan Undang-Undang secara instan dan tidak
melibatkan partisipasi publik. Menambahkan norma baru malah
memperlihatkan kejanggalan putusan tersebut, Ketika kewenangan
Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada pembatalan norma dimana
Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, bukan positive legislator.
Mahkamah konstistusi seperti tidak ingin dianggap secara vulgar memihak
kepentingan keluarga Jokowi, tetapi subtansi putusan itu jelas mengelabui
penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat

mengikuti kontestasi.



Legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia
terbentuk akibat dari perkembangan sejarahnya yang bersifat majemuk.
Dikatakan demikian, karena sampai saat ini di Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah berlaku beberapa sistem hukum (Sistem Hukum yang
dimaksud yaitu; 1) Sistem Hukum Islam, 2) Sistem Hukum Adat, dan 3)
Sistem Hukum Barat) dalam sistem peradilan dan memiliki corak, susunan
serta karakteristik yang beragam, sehingga memungkinkan terbentuknya
hukum yang mampu mewakili semua sistem yang ada.

Hukum tata negara Islam dalam konteks Mahkamah Konstitusi
Indonesia tidak selalu berlaku secara langsung dalam konflik kepentingan.
Siyasah Syar’iyah merujuk pada prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang
berhubungan dengan urusan umat dan negara. Konsep ini mencakup
pengaturan hukum, keadilan, kebajikan, dan tata kelola pemerintahan sesuai
dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. Negara sebagai
entitas ekesekutif jelas membutuhkan lembaga peradilan. Selain lembaga
ini merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menyampaikan
keputusan hukum yang bersifat mengikat, keberadaan lembaga ini juga
merupakan tharigah syar’iyyah (metode syariah) untuk menjaga
keberlangsungan penerapan pemahaman (mafahim), standarisasi (maqayis)
dan keyakinan (gana’at) di tengah-tengah umat. Karena itu, keberadaan
lembaga ini hukumnya wajib.

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai

dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu gadha’ khushumat,



hisbah dan mazhalim.> Qadha’ khushumat (peradilan sengketa), yang
mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang
menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini
membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan wilayah al-hisbah,
yang mengadili pelanggaran hukum syara’ di luar mahkamah, bukan karena
tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti
pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan
harga (ghabn) dan barang (tadlis), dan lain-lain. Adapun wilayah al-
mazhalim, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau
penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.

Jika mengaca serta melihat ketiga aspek kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Islam, sejatinya negara Indonesia juga telah
menerapkan hal yang serupa. Terhadap pengadilan yang berwenang untuk
menyelesaikan perkara keperdataan Islam (Pengadilan Agama), ada pula
yang berwenang menyelesaikan perkara korupsi (Pengadilan Tipikor, dan
lain-lain ~serta ada yang menyelesaikan perkara-perkara tentang
perlindungan hak asasi manusia terhadap kewenang-wenangan pemerintah
(Mahkamah konstitusi).

Pada lembaga peradilan yang mengaplikasikan hukum yang telah
terbentuk dan berlaku di Indonesia, kita perlu melihat bagaimana hubungan
Islam dengan lembaga peradilan tersebut, sehingga dapat dilihat juga

sampai dimana tujuan Hukum Islam atau magqdasid syariah dapat tercapai di

2 Qudamah, Tbnu. A/ Mugni, Dari Hadist, (Kairo: 2004 M/1425 H)



lembaga peradilan di Indonesia. Pengklasifikasian kontemporer magqdasid
syariah bahkan menambahkan keadilan sebagai magqdasid Hukum Islam.
Bagaimana lembaga peradilan dapat menciptakan rasa keadilan atau
perlindungan dalam hukum sebagai magqdasid khusus (al-magqasid al-
khassah) jika dipandang dalam pandangan Islam.

Dalam penyelesaian konflik kepentingan, ajaran Islam menekankan
transparasi, integritas, dan kejujuran sebagai prinsip-prinsip yang harus
dijunjung. Mengatasi konflik kepentingan dengan menjunjung tinggi
prinsip keadilan merupakan bagian integral dari implementasi nilai-nilai
Islan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah pribadi maupun publik.

Dengan demikian dari problematika putusan diatas, konflik
kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023 ditulis karena putusan tersebut memiliki potensi ketidakadilan
dan kesejahteraan yang merupakan prinsi-prinsip utama dalam kekuasaan
kehakiman yang merupakan bagian penting dari upaya memastikan

keberlangsungan sistem peradilan yang sehat dan berintegritas.

. Rumusan Masalah

Dari permasalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang
masalah di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini, yaitu:
1. Apakah konflik kepentingan hakim yang terdapat dalam putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023?
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2. Bagaimana konflik kepentingan hakim yang terdapat dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 ditinjau dari siyasah
qadha’iyyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalahdi atas, penelitian yang

akan dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menemukan dan mengkritik adanya konflik kepentingan
hakim yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XX1/2023.

b. Untuk menganalisa konflik kepentingan hakim dalam putusan
Nomor 90/PUU-XX1/2023 ditinjau dari siya@sah qadhd iyyah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis
1) Sebagai suatu sumbangan ilmu ketatanegaraan khususnya dalam
konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
2) Sebagai suatu jawaban teoritis terhadap permasalahan hukum
yang dinamis khususnya dalam bidang ketatanegaraan.
b. Manfaat Praktis
1) Sebagai suatu masukan dan tawaran solusi dalam penyelesaian
terkait konflik kepentingan putusan Mahkamah Konstitusi

(MK).
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2) Sebagai sarana penambahan referensi atau penambahan

keilmuan secara umum, khususnya dalam hukum Islam.

3) Sebagai tugas akhir menyelesaikan strata 2 Magister [Imu

Syariah.
D. Kajian Pustaka

Dalam proses penelitian, penulis menganalisis dan menelusuri
berapa hasil penelitian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan konflik
kepentingan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan system kekuasaan
kehakiman. Pelaksanaan analisis dan penelusuran terhadap hasil penelitian
dan karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan untuk menghindari
terjadinya pengulangan atau duplikasi dan menghindari adanya kesamaan
terhadap hasil penelitian atau karya tulis ilmiah terdahulu. Adapun hasil
penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Riska Ari Amalia, Gatot Dwi
Hendro Wibowo, dan Khaerudin yang berjudul “Konflik Asas lus Curia
Novit dengan Asas Nemo Judex In Causa sua dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006”. Penelitian ini menjelaskan terkait
adanya konflik kepentingan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-1V/2006 yang mengesampingkan asas nemo judex in causa sua
meskipun mengedepankan asas ius curia novit. Meskipun diakui secara
universal, secara legalitas asas nemo judex in causa sua hanya berlaku
untuk MA, bukan MK. Konflik asas dapat diselesaikan menggunakan asas

lex superior, yaitu dengan cara mengesampingkan asas nemo judex in causa
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sua yang tidak tertulis karena kewenangan MK terdapat dalam UUD NRI
1945. Kewenangan tersebut menjadi dasar hakim untuk tidak menolak
perkara (ius curia novit) meskipun perkara judicial review tersebut
berkaitan dengan dirinya sendiri.?

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Shanti Dwi Kartika yang berjudul
“Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada”. Penelitian
ini memaparkan tentang putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 telah
menyatakan Pasal 7 huruf r UU Pilkada beserta penjelasan inkonstitusional
dan conditionally constitution atas ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada.
Putusan ini menimbulkan polemik terkait dengan pembatalan tentang
pembatasan konflik kepentingan keluarga petahana dalam UU Pilkada yang
dikhawatirkan dapat membentuk dinasti politik. Namun, Putusan MK ini
harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. DPR
RI dapat berperan lebih optimal dalam hal ini melalui revisi UU Pilkada dan
melakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada.*

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Alsyam dengan judul “Pengisian
Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap
Kredibilitasnya dan Independensi Hakim”. Jurnal ini menjelaskan tentang
Komposisi sembilan hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

diajukan tiga orang oleh masing-masing lembaga negara yakni Dewan

3 Amalia, Riska dkk. Konflik Asas Ius Curia Novit dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV-2006, Jurnal Education and
development Vol. 7, No. 3, (Tapanuli Selatan: 2009)

4 Kartika, Shanti Dwi. Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada, Jurnal
Info Hukum Vol. VII. No. 14, (Juli, 2015).
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Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Agung (MA).
Keterlibatan ketiga lembaga negara tersebut dalam mekanisme pengisian
jabatan hakim konstitusi, berpotensi akan memicu terjadi konflik
kepentingan (terutama di DPR dan Presiden) yang berdampak pada
kredibilitas dan independensi hakim konstitusi yang ditetapkan. Dinamika
perpolitikan di Indonesia tidak kunjung dewasa sehingga terancamnya
marwah hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, menghindarkan
ketersinggungan tersebut maka perlunya membentukan panitia ad hoc
dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk
implementasi independensi.’

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hilda Puryana Putri yang
berjudul “Analisi Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia”. Menjelaskan
tentang pengaturan politik dinasti setelah adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 adalah lepasnya regulasi secara
yuridis yang sebelumnya diatur di dalam pasal 7 huruf r Undang Undang
nomor 8 tahun 2015, hal ini tentunya mengakibatkan meningkatnya pilkada
tingkat daerah yang calonnya merupakan keluarga atau kerabatnya sendiri,
sehingga berpotensi menimbulkan politik dinasti kepemimpinan di daerah.®

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Nabella Puspa Rani yang berjudul
“Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi”. Menjelaskan tentang Asas nemo judex in causa sua tidak boleh

5 Alsyam, Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap
Kredibilitas dan Independensi, Riau Law Journal, Vol. 7, No. 1, (Riau: 2023).

¢ Putri, Hilda Puryana, Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia, Skripsi Unversitas
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember: 2023)



14

dilanggar. Penerapannya selama ini selalu bertentangan dengan asas lus
Curia Novit yaitu Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan
kepadanya, yang juga merupakan ruh dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi Hakim
Mahkamah Konstitusi lebih menitik beratkan dari kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini
sesuai dengan asas Lex Superior Deroget Legi Generali, yaitu peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi melumpuhkan peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah. Implikasi yuridis yang ditimbulkan dengan
melanggar asas nemo judex in causa sua adalah putusan tersebut batal demi
hukum, dan hakim yang memutuskan putusan tersebut dapat dikenakan
sanksi administratif atau dipidana.’

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui
bahwa penelitian yang mengkaji atau memaparkan secara spesifik tentang
konflik kepentingan hakim dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi
ditinjau dari kekuasaan kehakiman belum ada. Dan kasus yang penulis
angkat dalam tesis ini adalah isu terbaru yang mana belum banyak yang

mengkajinya dalam bentuk tulisan.

7 Rani, Nabella Puspa. Penerapan Asas Nemo Judex In Casua Sua Dlam Putusan
Mahkamah Konstitusi. Tesis Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 2016)
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E. Kerangka Teoritik
Bagian Kerangka teori akan memaparkan secara umum teori-teori
yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah.
Sistem kekuasan kehakiman akan digunakan sebagai dasar analisis untuk
menjawab rumusan masalah yang pertama agar mendapatkan penjelasan
yang komprehensif dalam menjawab permasalahan terkait konflik
kepentingan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya,
untuk menjawab rumusan masalah yang kedua menurut Hukum Islam, akan
ditinjau dari Siyasah qadha’iyyah sebagai dasar analisisnya.
1. Kekuasaan Kehakiman
Kemandirian hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan
kehakiman pada pokoknya terletak pada diri setiap hakim itu sendiri.
Hakim tidak bertanggungjawab kepada ketua Majelis Hakim ataupun
kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim memutus berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim bertanggungjawab
lansgung kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib diyakini dan diimani
oleh setiap hakim
Hubungan kepentingan yang bersifat triadic (triadic realtion)
antara negara (state), pasar (market), dan masyarakat madani (civil
society) berkonsekuensi bahwa kedudukan hakim harus berada di tengah.
Demikian pula dalam hubungan antara negara dan warga negara, hakim

juga harus berada di antara keduanya secara seimbang. Jika negara
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dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum
negara, maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil.®
Siyasah Qadha’iyyah

Sebelum membahas siyasah qadha’iyyah perlu sedikit dibahas
mengenai induk dari siyasah qadha’iyyah yaitu figh siyasah. Figh ialah
hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks Al-
Qur’an dan hadist. Sedangkan Siyasah, Abdul Wahab Khallaf
mendefinisikannya peraturan perundang-undangan yang diciptakan
untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.’
Jika dilihat dari kitab-kitab dan buku-buku para sarjana Islam, maka jelas
yang dimaksud dengan siyasah oleh para sarjana Islam itu tidak jauh
berbeda dengan politik dalam arti luas. Misalnya saja Imam Taqiyuddin
Ibnu Taimiyyah berkata tentang siyasah, bahwa siyasah adalah ilmu yang
dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat
darinya.!®

Jadi figh siyasah merupakan ilmu Tata Negara Islam yang
membahas mengenai pengaturan kepentingan umat manusia pada
umumnya dan negara pada khususnya. Dapat berupa penetapan hukum
atau kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan bagi manusia dan

menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul

8 Jimly Asshiddiqqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi (Jakarta: PT

Buana Ilmu Populer, 2006), hlm. 524.

184-185.

° Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

10 Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.
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dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Abdul Wahab Khallaf
membagi figh siyasah menjadi tiga bidang, yaitu siyasah dusturiyah
(ketatanegaraan), siyasah kharijiyyah (politik luar negeri) dan siyasah
maliyah (ekonomi).!!

Siyasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang
memebahas masalah perundang-undangan negara, konsep konstitusi atau
undang-undang dasar negara (dustur), selain itu juga didalamnya
mengenai Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pembentukan
perundang-undangan. Serta membahas mengenai hubungan antara warga
negara dan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.!? Siayah
Dusturiyyah mencakup pembahasan dalam bidang kehidupan yang
sangat luas dan kompleks. Oleh karenanya kajian dalam Siyasah
Dusturiyyah dibagi menjadi empat bagian: Siyasah Tasyri’iyah (ahlul
hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat), Sivasah Tanfidziyyah
(imamah),  Siyasah qadhd’iyyah (peradilan), Siyasah Idariyah
(administrasi dan kepegawaian).

Siyasah qgadhd’iyyah merupakan Lembaga negara yang
menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman perkara-
perkara permusuhan, penganiayaan, perkara pengambilan hak orang lain,
perkara pengambilan hak orang durjana untuk dikembalikan kepada yang

berhak. Tujuan peradilan islam sendiri yaitu untuk menegakkan

1 Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, terjemah dari Al-Siyasah Al- Sya’iyyah, ahli
Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Madah, 1997), hlm. 8.

12 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syariyyah, (Yogyakarta: Madah, 1997),
hlm. 8.
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kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah
dinyatakan salah. Qadha iyyah sering dipadankan dengan istilah Sulthah
qadha’iyyah. Kata sulthat/sulthatun, sebuah kata yang berasal dari kata
yang berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan. Sedangkan al-
qada artinya putus atau putusan, selesai atau menyelesaikan atau
peradilan.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami,
mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban
terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok
masalah.!> Dalam tesis ini, akan digunakan metode penelitian sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research).
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan
mengumpulkan berbagai bahan baik bersumber dari buku, jurnal, koran
dan bahan tertulis lainnya. Penelitian ini juga termasuk kedalam
penelitian yuridis normatif karena penelitan hukum ini menggunakan
bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti
peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan

yang diteliti.

13" Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1997), him. 7.
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2. Objek Penelitian
Objek dalam penelititian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU/XX1/2023 tentang batas usia minimum calon presiden
dan wakil presiden.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengkaji objek penelitian
adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu sebuaj
pendekatan dalam penelitian hukum yang berawal dari pandangan dan
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, digunakan untuk
mengkaji dan menelaah argumentasi hakim konstitusi dalam Putusan
MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 terkait permohonan uji materi Pasal
169 Huruf q UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan
MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, PMK Nomor 02/PMK/2003,
kekuasaan kehakiman dalam konflik kepentingan hakim Mahkamah
Konstitusi.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan
metode studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan
terkait penjabat kepala daerah, buku-buku, jurnal, koran, hasil
penelitain, dan sumber tulisan lain yang relevan. Pengumpulan bahan
hukum tersebut dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni mengkaji,

menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan
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penelitian ini. Maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan
sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:
a. Sumber Bahan Primer
Sumber bahan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 990/PUU-XX1/2023 tentang
uji materi Pasal 169 huruf ¢ UU No.17 Tahun 2017 terhadap UUD
1945. Buku-buku tentang Figh siyasah, Siyasah qadhd’iyyah dan
sistem kekuasaan kehakiman.
b. Sumber Bahan Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni buku-buku,
skripsi/tesis/disertasi, koran, majalah dan karya tulis ilmiah berupa
jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dan lain-lain.
5. Analisis Data
Setelah bahan hukum terkumpul melalui cara studi literatur, bahan
hukum tersebut diolah dengan cara non-statistik melalui kegiatan
mengkategorisasikan bahan hukum atau mengklasifikasikan bahan
hukum agar dapat dipahami, dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan
masalah dan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara
deskriptif-kualitatif menggunakan metode deduktif, yakni suatu
pengambilan logika hukum yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat

umum. Analisis dilakukan melalui beberapa proses, yakni menguraikan
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bahan-bahan hukum, mengkategorisasikan dan menghubungkan
bahan-bahan  hukum tersebut agar dapat dipahami dan
diinterpretasikan. Selanjutnya, penulis memberikan makna dan
menjelaskan hasil-hasil temuan penelitian. Setelah bahan-bahan hukum
tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan dapat
menjawab permasalahan secara sistematis, penulis memberikan
kesimpulan penelitian.
G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini, maka
peneliti membaginya secara sistematis menjadi 5 bab pembahasan, yaitu
sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari
beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua, memuat penjelasan mengenai teori landasan dalam
melakukan kajian terkait penelitian yang dilakukan. Adapun dalam bab ini
akan dipaparkan mengenai sistem kekuasaan kehakiman dan siyasah
qadha’iyyah.

Bab ketiga, problematika dalam putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) Nomor 90/PUU-XX1/2023 dan putusan MKMK Nomor

2/MKMK/L/11/2023.
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Bab keempat, memuat analisis yang dilakukan oleh penulis
berkaitan dengan konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XX1/2023 yang ditinjau dari sistem kekuasaan kehakiman
dan siyasah qadha’iyyah.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan uraian terkait
kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian dan juga saran. Selain itu,
pembahasan ini dilengkapi juga daftar pustaka yang memuat berbagai

referensi terkait penyusunan penelitian ini.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 yang merupakan hasil dari
Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum mengenai batas usia Capres dan Cawapres, Anwar Usman tidak
mengudurkan diri meskipun jelas adanya bahwa dia mempunyai konflik
kepentingan. Adapun konflik kepentingan tersebut disebabkan karena pertalian
keluarga. Pertama, pemohon adalah Almas Tsaqibbiru Re A pengagum dari
Walikota Surakarta yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan
keponakan dari Anwar Usman. Kedua, permohonan yang diajukan oleh
Pemohon dalam Perkara No. 90/PUU-XXI1/2023 jelas bertujuan untuk
membuka peluang kepada Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftar dalam
Pemilihan Presiden.

Hakim Konstitusi Anwar Usman juga telah gagal menunjukkan
kepemimpinan ketika beliau menikahi adik Presiden Joko Widodo. Seharusnya
Hakim Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatan setelah beliau menikahi
adik presiden. Akan tetapi Anwar Usman terus bertahan dan tidak
mementingkan judicial reputation dari Mahkamah Konstitusi. Sebagai adik
ipar presiden, Anwar Usman tidak bisa terus duduk dalam perkara yang
melibatkan pihak eksekutif. Mengingat setiap undang-undang yang diuji dibuat
oleh Presiden dan DPR, maka berarti Anwar Usman harus mengundurkan diri

dalam setiap kasus pengujian undang-undang. MKMK bertindak sebagai Court
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of Impeachment dan memberhentikan Anwar Usman dengan tidak hormat

sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.

Siyasah gadhd’iyyah dalam kaitannya dengan keadilan, dalam

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul dugaan adanya dinasti politik

bahkan nepotisme, dan tebukti adanya konflik kepentingan. Pelanggaran

prinsip imparsialitas dan indepedensi oleh Anwar Usman selaku ketua

Mahkamah Konstitusi dianggap berpotensi menyalahi atau mengggerus

beberapa asas-asas yang terkandung dalam Risalah al-qadha yang juga sejalan

dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian dan profesionalitas.

B. Saran

1.

Mahkamah Konstitusi hendaklah memutuskan putusan yang tidak
mempengaruhi sistem pemilu di Indonesia, terutama dalam hal kualifikasi
calon dan proses pemilihan. Mahkamah Konstitusi juga harus lebih
memperhatikan kualifikasi pemimpin yang dipilih melalui pemilihan
umum. Pemimpin harus lebih berpengalaman dan memiliki rekam jejak
politik yang lebih baik mungkin lebih berpeluang untuk menjadi calon
presiden atau wakil presiden. Dalam membuat kebijakan, para pemimpin
Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan rakyat daripada
kepentingan golongan atau penguasa.

Bagi masyarakat umum diharapkan turut mengontrol kinerja dari

penguasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi.
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Kepentingan Tak Berlaku ke MK"
selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7023531/ahli-kewajiban-
hakim-mundur-di-perkara-konflik-kepentingan-tak-berlaku-ke-mk, akses
28 Agustus 202.
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